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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang
diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Perubahan Dinas
Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2022 dapat terwujud.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Kulon Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Tahun 2017-2022.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Tahun 2022.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur
kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan menjadi pedoman bagi
Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menyusun program dan kegiatan
tahun 2022.
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1.1

1.2

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,
maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam
Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo.

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon
Progo adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan
tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang
mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
tahun 2017 ~ 2022 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2022.

Nomen-klatur kegiatan dalam perubahan rencana kerja (renja), selain
mengacu kepada Matrik RPJM Daerah juga harus mengacu kepada Permendagri
59 Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga
diharapkan dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas
bagi penjaringan usulan kegiatan perubahan untuk tahun 2022 pada urusan
Penataan Ruang dan urusan Pertanahan sebagai bahan masukan dalam
Penyusunan Perubahan Rencana Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2022 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar
Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan

penganggaran OPD adalah sebagai berikut:
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D.

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang  Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020~2024;

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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12).

13).

14).

15).

16).

17).

18).

19).

20).

21).

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2
Tahun 2009)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 — 2032;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017 — 2022.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
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1.3

22).Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 — 2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019;

23).Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana),

24).Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai pedoman
dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
diusulkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2022 urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta
lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan

Pertanahan dan Penataan Ruang;

2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja
yang harus dicapai pada Tahun 2022 sesuai dengan Perubahan Rencana
Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-
2022;

3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam
proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan

Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait;
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan dari Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Kulon Progo 2022, terdiri dari :

Bab 1

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud
dan tujuan, dan Sistematika Penulisan;

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 , berisi Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2022, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2022, Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Perubahan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Perubahan Indikator Kinerja
Program, Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan Renja
Perangkat Daerah;

Penutup
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2.1.Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2022.

Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan
2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan.
Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian
kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022
dimana indicator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan
(tupoksi) tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Kulon Progo.

Kajian (reviuw) terhadap evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja
sampai dengan triwulan II tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelakasanaan Renja Perangkat Daerah
tahun-tahun sebelumnya secara fisik telah Dberjalan sesuai rencana, namun
penyerapan anggaran masih relative rendah dibandingkan dengan target yang
seharusnya dicapai.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan triwulan II Tahun disajikan dalam table
2.1 berikut:
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Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022

REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN
Boe | saviomavs e
LR URUSAN INPLNEIR LR CETINERIA REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA & FERANE
PEMERINTAH KINERJA REALISASI CAPAIAN DAN ANGGARAN AT
PEMERINTAHAN TARGET RPJMD PADA KINERJA DAN DAN ANGGARAN REALISASI
N AN DAERAH PROGRAM KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN DAERAH
o SASARAN DAN DAERAH DAN (OUTCOME) / TAHUN 2022 (AKHIR RKPD TAHUN 2021 (N- BERJALAN YANG ANGGARAN RKPD RPJMD S.D. ANGGARAN PENANGG
PROGRAM / KEGIATAN PERIODE RPJMD) S.D TRIWULAN II TRIWULAN Il TAHUN RPJMD S.D.
PROGRAM / PERMENDAGR| 90 DAN KEGIATAN 1) DIEVALUASI (TAHUN I [} n v TAH 2022 2022 UNG
KEGIATAN (OUTPUT) 2022) Uz © RN JAWAB
PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022
RPJMD & %)
RENSTRA (
15=14/6
6 7 8 9 10 il 12 13 14=7+13 X100%
1, 2 3 4 5 Rp Rp Rp Rp Rp 16
K Rp K K K K K Rp K Rp K
Pekerjaan Urusan Pemerintahan
Umum dan Bidang Pertanahan
Penataan
Ruang
Meningkat Program Cakupan 5.682.072.972, 4.931.980.732 90,0 881.423.600 50,5 62.781.500, 50,5 145.642.79 208.424.298, 5.140.405.030
nya Penyelenggaraan penyelengga 90,01 773 ,00 1 0 00 0 8,00 50,5 00 | 505 ,00
Pengendal Penataan Ruang raan 9 0 0
ian penataan
Pemanfaat ruang
an
Ruang
Program Cakupan 77,20 4.077.080.000, 53,9 | 3.321.215.965 77.2 298.025.000 | 20,6 | 17.655.300, | 20,6 | 46.759.698, 64.414.998,0 3.385.630.963 Dispertaru
Perencanaan perencanaan 25 4 ,00 0 0 00 0 00 20,6 0 | 206 00 | 266 | 830
Penataan penataan 0 0 8 4
Ruang ruang
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
Penyusunan Pelaksanaan Persetujuan 2.768.739.852, 2.120.044.915 9.509.800,0 27.076.000,0 2.147.120.915 Dispertaru
Rencana Tata Persetujuan Substansi, substansi 18 - ,00 - 137.691.000 0 17.566.200 - 0 - ,00
Ruang dan Evaluasi, Konsultasi RDTR
Rencana Rinci Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota
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Reviu RDTR
Perkotaan 1 - -
Wates 1

Dokumen

-Peta dasar
yang 1 - -
terekomendas
ioleh BIG
untuk RDTR
Perkotaan
Wates 1
dokumen

-Pra Loket
Kementerian 1 - -
ATR untuk
RDTR
Perkotaan
Wates 1
dokumen

-Validasi
KLHS RDTR 1 - -
Perkotaan
Wates 1
dokumen

Penyusunan Py Kebij 1 D 1.174.873.737, 1.081.451.450 128.834.000 7.817.000,0 27.980.998,
RTBL dalam rangka RTBL 32 50 1 ,00 - 0 - 00
Pelaksanaan Penataan Perkotaan
Ruang Kokap

35.797.998,0 1.117.249.448 Dispertaru
[ 1 ,00

Penyusunan
RTBL 1 - -
Klangon 1
Dokumen

Ranperbup
RTBL 1 - -
Jangkaran 1
Dokumen

Penyebarluas osialisasi Kebij 1 dan osialisasi 133.466.410,00 119.719.600,0 31.500.000
an Informasi Peraturan Perundang- informasi 152 5 0 5 - 328.500 - 1.212.500
Penataan undangan Bidang penataan
Ruang Penataan Ruang ruang

Kabupaten

1.541.000,00 121.260.600,0 Dispertaru
0

Buku
Informasi Tata 100 - -
Ruang 100
buku
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Program Cakupan 97,70 1.434.225.327, 94,9 1.496.919.670 97,7 583.398.600 58,3 45.126.200, 58,3 98.883.100,
Pengendalian pelaksanaan 00 9 ,00 0 3 00 3 00
dan Penataan
Pemanfaatan Ruang
Penataan
Ruang

144.009.300, 1.640.928.970 Dispertaru
00 58,3 ,00 59,7 114,
3 0 41

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggar Koordinasi dan Penerbitan 523.876.769,00 452.181.750,0 115.334.000,0 15.907.000, 46.816.500,
aan TKPRD Sinkronisasi rekomendasi 317 656 0 317 0 113 00 80 00
Pemanfaatan Ruang kesesuaian
untuk Investasi dan tata ruang

Pembangunan Daerah

62.723.500,0 514.905.250,0 Dispertaru
0 849 0

Pengelolaan Sistem Informasi Inventarisasi 563.412.943,50 560.972.617,0
Database Penataan Ruang dan 12 1 0
Pertanahan pengolahan
dan Tata database
Ruang spasial
fasilitas
pendidikan

347.772.100,0 17.963.900, 31.240.000,
0

49.203.900,0
00 00 [

610.176.517,0 Dispertaru
0

Inventarisasi
dan 1 - -
pengolahan
database

persil tanah
kawasan

aerotropolis

Penyusunan
Database 2 - -
Fasilitas
Kesehatan
dan Saluran
Irigasi 2
dokumen

Pengelolaan Pengelolaan
Database data base - - -
Pertanahan pertanahan

Database
Fasilitas 1 - -
Perdagangan
(Pasar) 1
Dokumen
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Sistem
Informasi Tata 1 - - -
Ruang
(SIMTARU) 1
Paket
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Koordinasi dan Penerbitan 454.363.260,00 331.111.900,0 61.436.800,00 11.255.300, 20.826.600, 32.081.900,0 363.193.800,0 Dispertaru
Py ! i isasi P iban advice 370 679 0 250 66 00 54 00 0 799 0
Ruang dan Penegakan Hukum planning
Bidang Penataan Ruang
Audit Koordinasi Pelaksanaan Audit 63.340.000,00 266.498.500,0 58.855.700,00 0,00 266.498.500,0 Dispertaru
Pemanfaatan Penataan Ruang Pemanfaatan 1 2 0 1 - - - - 2 0
Ruang Ruang
Pertanahan
Program Penunjang Capaian 5.684.426.561, 7.356.112.588 100 4.093.525.524 50,7 487.931.46 67,2 702.047.11 1.189.978.58 8.546.091.170
Urusan Pemerintahan Penunjang 100 00 112, ,00 9 4,00 8,00 2,00 67,2 ,00
Daerah Kabupaten/Kota Urusan 87 0
Pemerintaha
Meningkat n Daerah
nya Kabupaten/K
Pengendal ota
ian
Pemanfaat
an
Ruang
Program Cakupan 100,0 1.478.089.277, 100, 3.249.890.915 100, 3.665.207.310 25,0 441.794.77 50,0 610.484.80 1.052.279.57 4.302.170.493 Dispertaru
Pelayanan pelayanan 0 00 ,00 00 0 6,00 0 2,00 8,00 50,0 ,00 50,0 291,
Administrasi administrasi 0 0 06
Perkantoran perkantoran
(%)
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Penyediaan Jasa Jasa 624.875.230,95 591.670.207,0 34.579.214, 39.856.458, 74.435.672,0 666.105.879,0 Dispertaru
Jasa dan Peralatan dan Perkantoran, 72 60 0 12 136.517.576 3 00 3 00 0 66 0
Peralatan Perlengkapan Kantor Honorarium
Perkantoran Penjaga
Malam, Bahan
dan Peralatan
Kantor (ATK,
Cetak
Penggandaan
dan Surat
Kabar)
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Gaji dan 0,00 1.978.715.916 3.394.479.934 378.018.96 524.840.44 902.859.406, 2.881.575.322 Dispertaru
Tunjangan ASN tunjangan - 12 ,00 12 3 2,00 3 4,00 00 18 ,00
ASN
Penyediaan Penyediaan Administrasi Tersediaanny 203.150.035,62 225.766.700,0 12.726.600, 15.952.900, 28.679.500,0 254.446.200,0 Dispertaru
Jasa Pelaksanaan Tugas ASN ajasa dan 72 36 0 12 64.157.400 3 00 3 00 0 42 0
Administrasi administrasi
Keuangan keuangan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Rapat 650.064.010,43 453.738.092,0 70.052.400 16.470.000, 29.835.000, 46.305.000,0 500.043.092,0 Dispertaru
Rapat-Rapat, Koordinasi dan koordinasi 72 60 0 12 3 00 3 00 0 66 0
Konsultasi dan Konsultasi SKPD dan konsultasi
Koordinasi
Program Cakupan 100,0 270.611.725,00 100, 213.553.200,0 100, 27.510.200 27,3 9.062.400,0 51,5 7.192.700,0 16.255.100,0 229.808.300,0 Dispertaru
Perencanaan, perencanaan, 0 00 0 00 8 0 9 0 0 51,5 0 51,5 84,9
Pengendalian pengendalian 9 9 2
dan Evaluasi dan evaluasi
Kinerja kinerja (%)
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Penyusunan Dokumen Dokumen 112.543.126,25 98.336.925,00 14.708.700 4.995.200,0 3.862.200,0 8.857.401,00 107.194.326,0 Dispertaru
perencanaan Perencanaan Perangkat Renja SKPD 72 16 3 - 0 1 0 17 0
kinerja SKPD Daerah Tahun n+1,
Perubahan
Renja Tahun
n, Renstra
2023-2026
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Pengendalian, Evaluasi Kinerja Laporan 51.844.425,00 39.615.700,00 6.299.900 2.244.800,0 1.507.800,0
evaluasi dan Perangkat Daerah pengendalian 72 52 19 7 0 5 0
pelaporan dan evaluasi
kinerja kinerja
bulanan dan
triwulanan,
LKJIP,
Laporan
Tahunan,
Laporan SPIP
dan laporan
profil kinerja
OPD
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyusunan Koordinasi dan Terlaksanany 106.224.173,75 75.600.575,00 6.501.600 1.822.400,0 1.822.700,0
pelaporan Penyusunan Laporan a penyusunan 72 40 14 4 0 3 0
keuangan Keuangan pelaporan
Bulanan/Triwulanan/Sem keuangan
esteran SKPD bulanan dan
semesteran
Program Cakupan 100,0 3.935.725.559, 100, 3.892.668.473 100, 400.808.014 98,1 37.074.288, 98,1 84.369.616,
Peningkatan peningkatan 0 00 00 ,00 00 6 00 6 00
Sarana/Prasa sarana/prasa
rana Kerja rana Kerja
dan Kualitas dan kualitas
Sumber Daya sumber daya
Manusia OPD manusia
OPD (%)
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Pengadaan Sarana dan Tersedianya 1.158.808.288, 1.199.685.365 224.437.000 0,00 47.126.000,
sarana dan Prasarana Gedung sarana dan 72 58 40 ,00 1 - - 00
prasarana Kantor atau Bangunan prasarana
perkantoran Lainnya perkantoran
Tersedianya
perlengkapan 15 -
kantor berupa
gordyn kantor
(1 unit) dan
printer (4 unit)

3.752.600,00 43.368.300,00 Dispertaru
64

3.645.100,00 79.245.675,00 Dispertaru
a7

121.443.904, 4.014.112.377 Dispertaru

00 98 ,00 98,1 101,
6 99
47.126.000,0 1.246.811.365 Dispertaru
0 40 ,00

15
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Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilita Pembayaran 2.770.317.270, 2.688.583.108 176.371.014 37.074.288, 37.243.616, 74.317.904,0 2.762.901.012 Dispertaru
sarana dan si Sarana dan Prasarana listrik, air, 72 42 36 ,00 12 3 00 3 00 0 42 ,00
prasarana Gedung Kantor atau telepon, bbm,
perkantoran Bangunan Lainnya jasa servis,
suku cadang,
perawatan
gedung
Administrasi 0,00
Kepegawaian Perangkat -
Daerah
Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan SDM 6.600.000,00 4.400.000,00 0 0,00 4.400.000,00 Dispertaru
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan mengikuti 72 1 - - - - - 1
Non Formal Tugas dan Fungsi diklat non
formal
Program Cakupan 68,85 10.533.491.385 68,8 10.059.652.76 68,8 10.044.000.79 2,20 50.852.760, 9,66 937.523.32 988.376.080, 11.048.028.84 Dispertaru
Pengelolaan Pengelolaan 75 6 8,00 5 0,00 00 0,00 00 9,66 8,00 14,0 104,
Pertanahan penggunaan 3 88
dan
pemanfaatan
tanah
Program Penatagunaan Cakupan 3.631.938.397, 2.435.088.490 216.755.000 16.987.660, 462.406.98 479.394.640, 2.914.483.130
Tanah penatagunaa 1,64 50 6,58 ,00 1,64 6,59 00 0,00 00 - ,00
n tanah
pemda dan
masyarakat
Penggunaan Tanah yang 0,00
Hamparannya dalam -
satu Daerah
Kabupaten/Kota
Sertifikasi Koordinasi dan Luas aset 584.763.830,00 381.371.040,0 48.500.000 2.185.000,0 455.091.94 457.276.940, 838.647.980,0 Dispertaru
Tanah yang Sinkronisasi Pemda 279.6 60.0 0 40.0 - 0 - 0,00 00 60.0 0
Sudah Pelaksanaan Konsolidasi bersertifikat 19 00 00 00
Dibebaskan Tanah K; Kota (m2)
oleh Pemda
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Penataan Koordinasi dan Sertifikasi 3.047.174.567, 2.053.717.450 168.255.000 14.802.660, 7.315.040,0 22.117.700,0 2.075.835.150 Dispertaru
Tanah Sinkronisasi Tanah - 50 358 ,00 100 - 00 - 0 0 358 ,00
M: kat Py Masyarakat
Penggunaan Tanah
Program Redistribusi Capaian 1.310.513.907, 938.361.850,0 174.949.000 12.873.000, 12.507.000, 25.380.000,0 963.741.850,0
Tanah, Serta Ganti Redistribusi 79,84 50 35,1 0 79,8 - 00 12,8 00 0 12,8 0
Kerugian Program Tanah, Serta 8 4 4 4
Tanah Kelebihan Ganti
Maksimum Dan Tanah Kerugian
Absentee Program
Tanah
Kelebihan
Maksimum
Dan Tanah
Absentee
Penetapan Subjek dan 0,00
Objek Redistribusi Tanah -
serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah
Absentee dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Identifikasi Inventarisasi Subjek dan Jumlah 1.310.513.907, 938.361.850,0 174.949.000 12.873.000, 12.507.000, 25.380.000,0 963.741.850,0 Dispertaru
dan Objek Redistribusi Tanah dokumen - 50 6 0 6 - 00 - 00 0 6 0
inventarisasi identifikasi
Pertanahan dan
inventarisasi
pertanahan
(SG/PAG dan
tanah desa)
Pengadaan 0,00 Dispertaru
tanah untuk - 1 - 1
kompleks
perkantoran
dokumen 0,00
amanat 3 - 3
pimpinan
daerah 3
Dokumen
Penyusunan 0,00
Raperda 4 - - -
Dana
Cadangan
Pengadaan
Wates baru 4
dokumen
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Program Penyelesaian Cakupan 5.194.828.035, 6.324.180.231 9.598.296.790 14.574.000, 455.091.94 469.665.940, 6.793.846.171
Ganti Kerugian Dan penggunaan 100 25 100 ,00 100 - 00 22,3 0,00 00 22,3 ,00
Santunan Tanah Untuk dan 9 9
Pembangunan pemanfaatan
tanah untuk
pembanguna
n
Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Koordinasi dan Sewa tanah 5.194.828.035, 6.324.180.231 9.598.296.790 14.574.000, 455.091.94 469.665.940, 6.793.846.171 Dispertaru
dan Sinkronisasi kas desa - 25 1.21 ,00 402 ,00 - 00 - 0,00 00 121 ,00
Py 1 Peny ian Masalah untuk 2 2
Tanah Kas Ganti Kerugian dan kepentingan
Desa untuk Santunan Tanah untuk umum
Kepentingan Pembangunan oleh
Umum Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengadaan 0,00
tanah Klangon 1 - - -
1 paket
Program Penyelesaian Capaian 225.443.400,00 248.177.100,0 54.000.000 6.418.100,0 7.517.400,0 13.935.500,0 262.112.600,0
Sengketa Tanah penyelesaian 100 100 0 100 - 0 - 0 0 - 0
Garapan permasalaha
n pertanahan
Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Mediasi Penyelesaian Jumlah 225.443.400,00 248.177.100,0 54.000.000 6.418.100,0 7.517.400,0 13.935.500,0 262.112.600,0 Dispertaru
Permasalahan Sengketa Tanah masalah - 30 0 10 - 0 - 0 0 30 0
Pertanahan Garapan dalam 1 (satu) pertanahan
Daerah Kabupaten/Kota yang
diselesaikan
Pertanahan
(Keistimewaan
DIY)
Program Cakupan 11.790.664.838 4.043.651.920 39,9 2.450.000.000 0 170.918.30 6,58 361.469.46 532.387.760, 4.576.039.680
Penyelenggaraan Penyelengga 39,92 ,00 17,7 ,00 2 0,00 0,00 00 | 6,58 ,00
Keistimewaan raan 5
Yogyakarta Urusan Keistimewaa
Pertanahan n Yogyakarta
Meningkat Urusan
nya Pertanahan
Pengendal
ian
Pemanfaat
an Ruang
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Program Capaian 79,84 9.798.649.138, 35,1 3.318.502.320 79,8 2.000.000.000 0,00 98.051.300, 0,00 295.419.96
Pengelolaan Bidang 00 8 ,00 4 00 0,00
Tanah Tanah
Kasultanan Kasultanan
Dan Tanah dan Tanah
Kadipaten Kadipaten
yang sudah
didaftarkan
di BPN

393.471.260, 3.711.973.580 Dispertaru
- 00 - ,00 - 37,8
8

Pengelolaan Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten

Penatausahaa Penatausahaan Tanah Terdaftarkann 3.628.263.828 2.000.000.000 98.051.300, 295.419.96
n Tanah Kasultanan dan Tanah ya Tanah - 500 ,00 100 ,00 - 00 - ,
Kasultanan Kadipaten Kasultanan

dan Tanah dan Tanah
Kadipaten Kadipaten di
BPN

393.471.260, 4.021.735.088 Dispertaru
- 00 500 ,00

Terlaksanany
a pembuatan - 10 100 - -
dan
pemasangan
patok batas
bidang Tanah
Desa

Tersedianya
Peta Bidang - 300 - -
Tanah Desa

Pemberkasan
Tanah 100 100 - -
Kasultanan
dan Tanah
Kadipaten 100
bidang

Pendaftaran
tanah desa di 166 166 - -
BPN 166
bidang

Berita Acara
Penegasan 5 -
Batas Wilayah
Desa
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Identifikasi
dan verifikasi 166 3 - - 166
tanah
kasultanan/
kadipaten/
tanah desa
Program Cakupan 0,97 1.992.015.700, 0,32 725.149.600,0 0,97 450.000.000 0,00 72.867.000, 0,32 66.049.500, 138.916.500, 864.066.100,0 Dispertaru
Pemanfaatan peningkatan 00 0 00 00 00 0,32 0 32,9 43,3
Tanah pemanfaatan 9 8
Kasultanan tanah
dan Tanah kasultanan,
Kadipaten tanah
kadipaten
dan tanah
desa
Pengelolaan Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
Penyiapan Penyiapan Bahan Rekomendasi 371.643.000,0 200.000.000,0 28.262.500, 50.056.500,0 421.699.500,0 Dispertaru
Bahan Pertimbangan Teknis 1zin penggunaan - 60 0 100 0 - 21.794.000 - 00 0 60 0
Pertimbangan Penggunaan Tanah Tanah
Teknis Izin Kasultanan dan Kasultanan,
Penggunaan Kadipaten Kadipaten dan
Tanah Tanah Desa
Kasultanan
dan Kadipaten
Tanah Desa
Sosialisasi 0,00 Dispertaru
pemanfaatan 2 - - -
tanah
SG/PAG/Tana
h Desa 2 Kali
Tersusunnya
Perdes - 12 12
Pemanfaatan
Tanah Desa
Penanganan Penanganan Keberatan rekomendasi 353.506.600,0 250.000.000 51.073.000, 37.787.000, 88.860.000,0 442.366.600,0 Dispertaru
Keberatan dan dan Sengketa penanganan - 6 0 3 - 00 - 00 0 6 0
Sengketa Pertanahan Tanah permasalahan
Pertanahan Kasultanan, Tanah tukar menukar
Tanah Kadipaten dan Tanah tanah desa
Kasultanan, Desa dengan tanah
Tanah warga
Kadipaten dan
Tanah Desa
Sosialisasi 0,00 Dispertaru
penanganan 3 - - -
permasalahan
pertanahan 3
Kali
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Program
Sarana
Prasarana
Keistimewaa
n Urusan
Pertanahan
Pengadaan Pengadaan Sarana dan Tersedianya 0,00 20.000.000,00 0 0,00 0,00 20.000.000,00 Dispertaru
Sarana dan Prasarana Pendukung sarana - 1 - - 1
Prasarana Pelaksanaan Kegiatan pendukung
Pendukung Keistimewaan pelaksanaan
Pelaksanaan (Pertanahan) kegiatan
Kegiatan urusan
Keistimewaan keistimewaan
(Pertanahan) Kabupaten
Kulon Progo
(scaner)
Tata Ruang
(Keistimewaa
n DIY)
Program Cakupan 914.643.580.00 4.478.788.750 70,8 500.000.000 29,8 49.438.500, 42,5 70.817.200, 120.255.700, 4.599.044.450
Penyelenggaraan Penyelengga 70,89 0,00 42,5 ,00 9 6 00 0 00 00 | 425 ,00
Keistimewaan raan 0 0
Yogyakarta Urusan Keistimewaa
. Tata Ruang n Yogyakarta
Meningkat Urusan Tata
nya Ruang
Pengendal
ian
Pemanfaat
an Ruang
Program Capaian 65,35 911.623.830.00 2,62 3.909.469.750 65,3 500.000.000 2,62 49.438.500, 2,62 70.817.200, 120.255.700, 4.029.725.450 Dispertaru
Pemanfaatan pemanfaatan 0,00 ,00 5 00 00 00 2,62 ,00 4,01 0,44
Ruang ruang satuan
Satuan ruang
Ruang strategis
Strategis kasultanan
Kasultanan dan
dan kadipaten
Kadipaten
Pemanfaatan Ruang 0,00
Satuan Ruang Strategis -
Kasultanan dan
Kadipaten
Py f 1 Py Dokumen 3.909.469.750 500.000.000 49.438.500, 70.817.200, 120.255.700, 4.029.725.450 Dispertaru
Ruang Satuan Program/Kegiatan perencanaan 3 ,00 - 00 00 00 | 3 ,00
Ruang Urusan Tata Ruang dan persiapan
Strategis pengadaan
Perbukitan tanah ruas
Menoreh bedah
menoreh
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Pembanguna
n jalan pasar 1 -
Bendo Beku
(kawasan
Makro
Tonogoro)

Terlaksanany
a rapat 100 -
koordinasi
internal dan
pencermatan
dokumen
perencanaan
dalam rangka
persiapan
pengadaan
tanah ruas
temon-
borobudur
(Bedah
menoreh)

Review RDTR 1
di sekitar - -
Kawasan
Otoritatif
Badan Otorita
Pengelola
Kawasan
Pariwisata
Borobudur 1
Dokumen

Penyusunan 1
KLHS di - -
sekitar
Kawasan
Otoritatif
Badan Otorita
Pengelola
Kawasan
Pariwisata
Borobudur 1
Dokumen

Program Persentase 58,82 3.019.750.000, 35,2 569.319.000,0 58,8 0 35,2 0 35,2 0
Perencanaan ketersediaaa 00 9 0 2 9 9

Tata Ruang n dokumen
Satuan perencanaan
Ruang pada satuan
Strategis ruang
Kasultanan strategis
dan Kasultanan
Kadipaten

0,00 569.319.000,0 Dispertaru
0 - 188
5

Kadipaten
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Penyusunan -Dokumen 429.754.500,0 0 0,00 0,00 429.754.500,0 Dispertaru
Rencana Rencana 1 0 - - - - 1 0

Induk Satuan Induk Satuan

Ruang Ruang

Strategis Kawasan

Kasultanan Perbukitan

dan Kadipaten Menoreh

Penyusunan -Dokumen 3.019.750.000, 139.564.500,0 0 0,00 0,00 139.564.500,0 Dispertaru
Rencana Rinci Persetujuan 00 1 0 - - - - 1 0

Tata Ruang Substansi

pada Satuan RTR dan

Ruang Perda RTR

Strategis Kawasan

Kasultanan Strategis

dan Kadipaten Bandara YIA
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Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak
terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.
Adanya SIPD, sistem MonevKu membantu kerja bidang-bidang di Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program
kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu
sertifikasi tanah membutuhkan waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas
pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah,
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang pada kondisi tahun 2020 dalam
proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon
Progo berdasarkan indicator kinerja yang merupakan sasaran pembangunan daerah tahun 2022
merupakan suatu kesatuan dalam pencapaian pembangunan yang tercantum pada Renstra tahun
2017-2022 untuk indicator kinerja tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 pada Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai Berikut:

Indikator Tujuan Satuan Target Renstra Target Renja
Persentase Kesesuaian % 89,55 89,55
Ruang

Indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun
2022 adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja Satuan Target Renstra Target Renja
sasaran kinerja
Persentase Kesesuaian % 89,55 89,55
Ruang
Persentase tanah % 40,26 40,26

Pemerintah Daerah,
Tanah  Kasultanan,
Kadipaten dan Desa
yang sudah terdaftar
di BPN

Pada perubahan Renja Tahun 2022, nomenklatur program pada OPD merupakan hasil
pemetaan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
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Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Indikator Kinerja Program disesuaikan

berdasarkan hasil pemetaan tersebut dan tidak terdapat perubahan target kinerja, sebagaimana

berikut:
No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan Target Target Renja
Pembangunan Program Renstra
1 Program Perencanaan | Cakupan % 77,2 77,2
Tata Ruang perencanaan tata
ruang
2 Program Cakupan % 97,7 97,7
Pengendalian dan | pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang pemanfaatan
ruang
3 Program Pengelolaan | Cakupan % 68,35 68,35
Pertanahan Pengelolaan
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah
4 Program pengelolaan | Capaian bidang | % 79,84 79,84
tanah kasultanan dan | tanah kasultanan
tanah kadipaten dan tanah
kadipaten = yang
sudah
didaftarkan di
BPN
5 Program pemanfaatan | Cakupan % 0,97 0,97
tanah kasultanan dan | peningkatan
tanah kadipaten pemanfaatan
tanah kasultanan,
tanah kadipaten
dan tanah desa
6 Program perencanaan | Persentase % 58,82 58,82
tata ruang satuan | ketersediaan
ruang strategis | dokumen
kasultanan dan | perencanaan
kadipaten pada satuan
ruang  strategis
kasultanan  dan
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kadipaten

7 Program Persentase % 88,50 88,50
pengendalian kesesuaian

pemanfaatan  ruang | pemanfaatan

satuan ruang strategis | ruang pada
kasultanan dan | satuan ruang
kadipaten strategis

kasultanan dan

kadipaten

2.3. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Tahun 2022.

Sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2022 pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci
Indikator kinerja sasaran Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

a. Cakupan pelaksanaan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar
59,70% Dengan target 97,70%, maka prosentase capaian sebesar 61,11%.

Analisis pencapaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dibandingkan dengan target
akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 97,70 % merupakan angka yang realistis dan
optimis dapat tercapai.

Permasalahan :

1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.

2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan
infrastruktur terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara Kulon

Progo.

Solusi
1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD),

pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.

2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian

dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.
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b. Pada Program Pengelolaan Pertanahan untuk indicator kinerja Cakupan Pengelolaan
Penggunaan dan pemanfaatan tanah

b. Untuk sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tingkat capaian kinerja 14,03% dari
target 2022 sebesar 68,85 % maka prosentase capaian sebesar 20,38%.

Analisis pencapaian pada tahun 2022 sebesar 20,23% dibandingkan dengan target akhir
tahun Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 68,85 %, angka tersebut realistis dan pada akhir Renstra
optimis dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap)

dari pemerintah pusat.

1. Permasalahan

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas
tanah.

b) Tidak lengkapnya dokumen — dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses

sertifikasi tanah

2. Solusi
a) Sosialisasi kepada masyarakat
b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah
c. Rata —rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah
Untuk tahun 2022 rata — rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah
pencapaian realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota apabila
dibandingkan dengan akhir Renstra sebesar 100% sampai dengan triwulan II tahun 2022

tercapai 50,00%, dan diperkirakan target akhir Rentra bisa tercapai pada tahun 2022.

1. Permasalahan

a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia .

2. Solusi
a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN.
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Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut
Perangkat Daerah dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Kulon Progo

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
(dengan rumus
i baru)
NO Indikator /standar |0 Catatan
nasional Analisis
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
(thn (thn (tnn (thn (thn (thn (tnn (thn
n-2) n-1) n) n+1 n-2) n-1) n) n+1
(1) 2 3 ) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
Persentase
1. Kesesuaian 88,00 88,25 88,50 88,55 88,03 88,29 88,50 88,55
Ruang
Persentase
Tanah
Pemerintah
Daerah, Tanah
2. Kasultanan, 34,70 42,96 34,87 39,91 34,72 21,87 34,87 39,91
Kadipaten, dan
Desa yang
sudah terdaftar
di BPN

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi

Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu-

isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi

Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam

Pemerintah Daerah DIY yang sedang berkembang.

Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum,
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan
perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara
untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan

penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus
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3).

4).
5).

dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan
(pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Disamping itu
pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih
dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah -
kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan
dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-
beda.

Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel
dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik,
diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah
dan ruang untuk sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022:

e Peningkatan Pengawasan dan Identifikasi permasalahan dilapangan sebagai

langkah awal pencegahan.
e Penegakan Hukum terkait Agraria dan Tata Ruang sesuai peraturan yang berlaku.

e Peningkatan mutu pelayanan yang berbasis Online pasca pandemi Covid-19.
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3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan perubahan indicator kinerja perangkat daerah beserta metadatanya dapat disajikan
pada table berikut ini:
Table. 3.1
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja | Target Renstra Target Renja

Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian Ruang % 88,50 88,50

2 Persentase tanah Pemerintah % 11,43 11,43
Daerah, tanah  Kasultanan,
Kadipaten dan Desa yang

memiliki kepastian hukum

Sumber : Bappeda Kulon Progo, 2022

Memperhatikan indikator kinerja perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tujuan
dan sasaran rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun

2022 yang tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2022

TARGET
KINERJA
INDIKATOR SASARAN ¢ 80N
(€))
(1) (2) (3) 4) (5)
1 | Meningkatnya Meningkatnya kinerja Persentase Tanah 11,43
kualitas lingkungan | pelayanan pertanahan Pemerintah Daerah,
hidup Tanah Kasultanan,

Kadipaten, dan Desa
yang memiliki
kepastian Hukum

Meningkatnya Persentase Kesesuaian 88,50
kesesuaian pemanfaatan Ruang
ruang

Rata-rata presentase 100

pencapaian program di
setiap perangkat
daerah
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Perubahan Indikator Kinerja Program
Perubahan indikator kinerja program beserta metadatanya disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Satuan | Target Target
Pembangunan Program Renstra Renja
1 Program Cakupan % 90,01 90,01
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penataan Ruang penataan ruang
2 Program Cakupan penatagunaan | % 0,68 0,68
Penatagunaan Tanah | tanah pemda dan
masyarakat
3 Program Penyelesaian | Cakupan  penggunaan | % 100,00 100,00
Ganti Kerugian dan | dan pemanfaatan tanah
Santunan Tanah | untuk pembangunan
Untuk Pembangunan
4 Program Penyelesaian | Capaian  penyelesaian | % 100,00 100,00
Sengketa Tanah | permasalahan
Garapan pertanahan
5 Program Redistribusi | Capaian Redistribusi | % 79,84 79,84
Tanah, Serta Ganti | Tanah, Serta  Ganti
Kerugian Program | Kerugian Program
Tanah Kelebihan | Tanah Kelebihan
Maksimum Dan | Maksimum Dan Tanah
Tanah Absentee Absentee
6 Program Cakupan % 11,43 11,43
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Keistimewaan Keistimewaan
Yogyakarta  Urusan | Yogyakarta Urusan
Pertanahan Pertanahan
7 Program Cakupan % 58,82 58,82
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Keistimewaan Keistimewaan

Yogyakarta  Urusan | Yogyakarta Urusan Tata

Tata Ruang Ruang
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3.3  Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Dacrah
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Kulon Progo dapat disajikan dalam tabel berikut ini (terlampir)
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PENUTUP

BAB IV J

Dengan melihat latar belakang keterbatasan semua sumber daya yang ada meliputi
sumber daya manusia, peralatan, pendanaan maupun dengan melihat berbagai tantangan
meliputi tantangan kondisi fisik geografis Kulon Progo yang berbukit-bukit dan relatif labil serta
rawan bencana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, menyebabkan target
Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tugas yang harus diemban Bupati, belum dapat

terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang, diperlukan rangkaian
sosialisasi dan monitoring kegiatan pembangunan yang lebih intensif di seluruh wilayah dan
memberikan papan-papan petunjuk mengenai peraturan perundang-undangan tentang

Sempadan Bangunan di seluruh pelosok wilayah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tahun 2022, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 18 -8 - 2022
Kepala

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 196710181993031004
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